
a. bahwa dalam rangka pe.laksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertana.han Kata Kendari; 

b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintab Untuk Penyederbanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumaban, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Vndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602): 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik 
Indcnesia Tahun 2020 Nom01· 245, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573); 

Mengingat 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 rentang Perubahan 
Atas Pcraturan Pomerintah Nornor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tenrang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Mentcri Pekcrjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerab Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 157); 

9. Peratura.n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 17 Tahun 202 l tentang 
Peoyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pcmcrintah untuk Penyederb.anaan Birokrasi 
(Betita Negara Republlk Indonesia Tabun 2021 Nomor 546): 

11. Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kata Kendari [Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Kendari 
Nomor 11 Tahuo 2020 teotaog Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerab Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 
2020 Nomor 11) 
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Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diroaksud dalam Pasal 2, 
adalah Dinas Perurnahan, Kawasan Permukirnan Dan Pertanahan. 

Pasal 3 

Baglan Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan diwadahi 
dalam bentuk Dinas. 

Pas.al 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKI.ATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

Dalarn Peraturan Wal1kota. ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kot.a Kendari. 
2. Pemerintah Daerah ada)ab Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pcmcrintahan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari. 

3. WaHkota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Perurnahan, Kawasan Perrnukiman Dan Pertanaban 

Kot.a Kendari 
6. Kepala Dinas adalab Kepala Dinas Perumaban, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat U PTD adalab 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Lingkup Dinas, 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionaJ yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman Dan Pertanaban Kota Kendari. 

9. Sub Koorclinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi scrta pcngclolaan kcgiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA 
KENDARI. 

SUSUNAN TENT ANG WALIKOTA PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukirnan serta 

bidang pertanahan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peru.maban dan permuk:i.man serta 

bidang pertanahan; 
c. pelaksariaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perumahan dan permukiman serta bidangpertanahan; 
d. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi 

penyediaan rumah umum; 
e. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi 

penyediaan rumah swadaya; 
r. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kurnuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan 
pengendalian kawasan permukiman; 

g. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan perneliharaan serta pcmantauan 
dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
pcru.mahan dan pcrmukiman scrta pcmakaman scsuai luasan wilayah 
yang ditetapkan: 

h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

Pasal 7 

Dinas mempu.nyai tugas melaksanakan urusan pemerintaban yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan 
kawasan perrnukiman dan bidang pertanahan. 

Pasal 6 

( l] Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh KepaJa Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Or_ganisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan 
atas Tipe B. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 
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Pasal 11 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10, 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, ad.ministrasi 

keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan clan 
urusan kerumahtanggaan; 

Pasal 10 

( 1) Sekretariat bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi 
ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan 
tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga 
dan hubungan masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan 
program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu sorta tugas 
pelayanan adminJstrasi dan penyusunan pelaporan dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Kepala Dinas bertugas mernimpin, membina, mengoordinasikan, 
merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata 
kerja dan mengembangkan kegiatan perumahan dan kawasan perumahan 
serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNOSI 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perumahan; 
d. Bidang Kawasan Permukirnan; 
e. Bidang Pertanahan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
g. Kelompok -Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercanturn pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisas.l 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsi Dinas. 
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Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (I), 
Bidang Perurnahan menyelenggarakan fungsi ; 
a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem 

pembiayaan bidang perurnahan; 
b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem 

pembiayaan bidang rumah umum; 
c. pcndataan dan pcrcncanaan pcmbcrdayaan, bantuan, dan pcngcmbangan 

sistem pembiayaan bidang rumah swadaya; 
d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; 
e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus. rumah negara, 

dan rumab komersil serta pembiayaan rumah umurn; 
f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya; 

( t) Bidang Perurnahan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan 
perurnahan, pengembangan dan pembangunan perumahan serta 
pemanfaatan dan pengendalian perumahan. 

(2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clipimpio oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Perumahan 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian urnum dan Kepegawaian sebagairnana d.imaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat 
menyurat dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, adrninisrrasi 
kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta 
hukurn dan perundang-undangan. 

(2) Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris, 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepe_gawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 
pengadaan barang/jasa; 

c. penyelenggaraan kebijakan adrninistrasi umum; 
d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan sub bagian; 
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan 

Sekretariat; 
f. penataan organisasi dan tata laksana Dinas; 
g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum; dan 
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan. 

tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi : 
a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; 
b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum -perumahan dan kawasan 
perrnukiman; 

c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
perrnukiman kumuh: 

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan 
prasarana, sarana, dan u tilitas umum perumahan clan kawasan 
permukiman; 

e. pemanfaatan clan pengendalian kawasan permukiman dan kawasan 
buclidaya lainnya serta kawasan lindung; 

f. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang 
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan 
kawasan permukiman: dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
rugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

(l) Bidang Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan pendataan, 
perencanaan, pemanfaatan. pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan 
pengendalian kawasan permukiman dan kawasan buclidaya lainnya serta 
kawasan lindung, penyiapan perumusan kebijakan dan pela.ksanaan 
kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan 
dan kawasan permukirnan, perencanaan tek.nik, penyusunan standar 
dan pedoman, pelaksanaan bantuan di biclang praearena, sarana, dan 
utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan 
clan kawasan perrnukiman: 

(2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
clipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Bagian Keempat 
Bidang Kawasan Permukiman 

Susunan Organisasi Bidang Perumaban sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 
14. terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

g. pemanta.uan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang 
perumahan; 

b. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rurnah urnurn, serra penyediaan 
rumah umum, rumah khusus, rurnah negara, dan rumah koruerail; 

i. pernantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan 
rumah swadaya; dan 

j. pela.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional clan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas : 
a. UPI'D Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah 

beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan 

Susunan Organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fu.ngsional 

Bagla.n Keenam 
Unit Pelaksana Teknls Daerah 

Pasal 23 

Pasal 22 

Pasal 20 

(l) Bidang Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan 
dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan, pengaturan 
dan pcnataan per tanahan, penyelesaian sengketa dan konflik 
pertanahan, peberian izin dan penetapan pertanahan, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pertarrahan. 

(2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
clibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Bidang Pertanahan mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan; 
c. pemantauan dan evaluaai pelaksanaan kehijakan teknis dihidang 

pertahan; 
d. pemberian izin lokasi dan Izin peruntukan dalam kawasan dalam daerah; 
e. penyelsaian sengketa tanah garapan dalam daerah; 
f. penyelesaian masalah ganti kerugian dan san tunan tanab untuk 

pembangunan oleh pemerintah daerah; 
g. penetapan subyek dan obyek distribusi tanah, serta ganti kerugian tanah 

kelebihan maksimum den tanah absentee daJam daerah; 
b. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah; 
L penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah; 
j. tnventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah; 
k. penerbitan izin membuka tanah; 
I. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang berikan olah kepala dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Susunan Organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 17, terdiri atas Kelornpok Jabatan Fungsional 

Bagian Kelima 
Bidang Pertanahan 

Pasal 19 

-8- 



(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan. agar mengambil 

Pasal 28 

Dalam rnelaksanaken rugas seriap pimpinan clan kelornpok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan stnkrcnisasi 
baik dalam Iingkungan masing-masing maupun antar satuan organ isasi di 
lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan 
tugas maeing-masing. 

BABV 
TATAKERJA 

Pa.sat 27 

(l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 16, Pasal 19 dao Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur 
Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olch 
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bi.dang tugas dan 
fungsi.nya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinao dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengen.dalian, 
pemantuan clan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas clan fungsl kelornpok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 26 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk 
sejurnlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 
beban kerja 5.000 sampai deogan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis 
kepada Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 24 

-9 - 
, 

• 



( 1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usu! 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kcpala Sub Bagian diangkat dan 
dlberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon Ilb atau .labatan Pirnpinan 

Tinggi Pratama. 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon Ula atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon lllb atau Jabatan 

Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon lVa atau Jabatan 

Pengawas. 
(8) Sub Koordinator rnerupakan Peiabat Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Oinas, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 31 

BAB VI 
PENGANGKATAN, PE.MBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna mastng-masing pejabat 
dalam lingkungan Dinaa dapat rnendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 30 

(1) Dalarn hal Kepala Dines berhalangan, Sekretaris rnelakukan tugas Kepala 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 29 

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengik.uti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang .diteruna oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan taporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan, 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang seca:ra 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleb 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari, 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Walikota ini rnulai berlaku, maka : 
a. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, 
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari (Serita Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nomor 42); dan 

b. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dinae Perumahan, 
Kawasan Pemukiman clan Pertanahan Kota Kendari (Berita Daerah Kota 
Kendari Tahun 2018 Nomor 81), 

dicabur dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
lJPTD yang baru d:iundangkan. 

Pasal 32 

BABVll 
KETENTUAN PERALIHAN 

-11 - 
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